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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kchadirat Alloh SWT karena atas
Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan
Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2025

Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Dalam rangka penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana amanat Pasal 368 Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembanguann Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat

Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Demikian Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RENJA PD) Kecamatan Pace Tahun 2025 Kabupaten Nganjuk agar
dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi
kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat
diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang

akan datang.
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LAMPIRAN XLII

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2025

RENCANA KERJA KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun
Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang
dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:
persiapan penyusunan;
penyusunan rancangan awal;

penyusunan rancangan

e @ P

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

o

perumusan rancangan akhir; dan

e |

penetapan.



Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah
mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam
upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

RPJIMN

v

RENSTRA PD RENJA PD RKA-SKPD > DPA-SKPD

Keterangan:
diperhatikan ==+
dipedomani dan/atau diacu [}
dipedomani dan/atau diacu ==

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun
2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta
didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat
Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);



10.

11,

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



26.

27

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta
Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

45.

46.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012
Nomor 01 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023 Nomorl);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit
Daerah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;



47.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun

2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program,

kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun

2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun

2025 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Kecamatan Pace untuk periode 1 (satu)
tahun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis
Kecamatan Pace Tahun 2024-2026.

b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator
dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan
pemerintahan tahun 2025;

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan
program dan kegiatan selama tahun 2025; dan

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban

kinerja Kecamatan Pace Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Pace, Kabupaten

Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.



BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PACE KABUPATEN
NGANJUK TAHUN LALU

2.1,

2.2,

2.3.

2.4.
2.0

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pace Kabupaten
Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk;

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pace Kabupaten
Nganjuk;

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PACE KABUPATEN
NGANJUK

3.1.
3.2.

3.3.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pace Kabupaten
Nganjuk; dan

Program dan Kegiatan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK
PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK
TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sebagai
salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk melalui capaian kinerja program/kegiatan
sesuai dengan target kinerja yvang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Pace
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Kecamatan Pace
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk
mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program
Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada
tahun 2018-2023.

Pada tahun 2023 telah melaksanakan 6 (emam) program utama yang

tercantum dalam Penetapan Kinerja yang terdiri dari 14 Kegiatan dan 32

Sub Kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Pace Kabupaten
Nganjuk Tahun 2023 ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja
Modal, yaitu sebesar Rp. 2.942.978.384,00 (Perbub No. 04 Tahun 2024
Perubahan I
Adapun Serapan Anggaran / Realisasi per Program Kegiatan adalah
sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Hasil program ini adalah meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan Pace,
dengan anggaran Rp. 2.529.676.134,00 realisasi Rp. 2.332.842,51,00
atau penyerapan dana sebesar 92,21%

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase kegiatan
pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib,
dengan anggaran Rp 119.631.300,00 realisasi Rp. 100.120.328,00
atau penverapan dana sebesar 83,69 %

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Lembaga
Kemasyarakatan  Desa/Kelurahan yang aktif dalam  proses
pembangunan di Kecamatan, dengan anggaran Rp. 130.183.600,00
realisasi Rp. 110.161.500,00 atau penyerapan anggaran sebesar 84,62
%

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Hasil dari program ini adalah meningkatnya Prosentase permasalahan
ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan, dengan anggaran
sebesar Rp 64.177.850,00 realisasi Rp 51.541.406,00 atau
penyerapan anggaran sebesar 80,31 %

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase Lembaga/Organisasi
Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, dengan anggaran Rp 35.152.500,00 realisasi Rp
26.844.600,00 atau penyerapan dana sebesar 76,36%.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Hasil program ini adalah meningkatnya ProsentaseDesa/Kelurahan
Cepat Berkembang, dengan anggaran Rp 64.157.000,00 realisasi Rp
49.145.674,00 atau penyerapan dana sebesar 76,60%

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pace Tahun 2023 dan
perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran
2024, serta pencapaian Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:



MATRIK



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap RENJA Pesangkat Daerah Lingkup Kabpaten/Kota, Kecamatan Pace s/d Trwulan Il 2025

Koordinasi dan Jurriah Laporan [ 25.500.000 6 22953550 1.916.200 1.916.200 -| 000 |KecPace |Tidakdapa
Penyusunan Lapatan Capaian Kinerja diakumulas
Capaian Kinerja dan Ikhtsar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kineja  {Kinerga SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koodinasi Penyusunan
Laperan Capaian
Kineja dan Ikhtisar
|Administrasi Keuangan |Jumiah Dokumen 877.500.000 2.654.336.600 .859.068 9,491,654 937.350.720 0,00 |Kec.Pace |Tidakdap:
Perangkat Daerah | Administrasi diakumu
Ksuangan Perangkat
Daerah
lﬂ_usﬁeﬂaola! ‘._S_E_oﬂfﬂx_ 850.000.000 2403.921.000 317.859.066 544.39 862.250.720 00 |Kec.Pace |Tidak dapa
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan diakumulas
Tunjngan ASN
Koordinast dan Jumiah Laporan 2 10.500.000 2 2.715.600 - -| 000 |KecPace |Tidakdapa
Penyusunan Laporan Keuaagan Akhir Tahun diakumulas
Keuangan Akhir Tahun | SKPD dan Laporan
SKPD Hasil Koordinasi
Penyvsunan Laporan
Ketargan Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan | Jumlzh Laporan 000.000 700.000 00.000 75.100.000 00 |KecPace |Tidak dapa
Penyusunan Laporan Kavargan Bulanan/ diskumulas
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8.181.900
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-] 000
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dangan Tertib

Jemiah Laporan 144,000,000 51,000,000 -1 600
Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah  |[Paunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
|Penyediaan Jasa Surat  |Jumiah Laporan 9.000.000 3.000.000 - 000
|Penyediaan Jasa Surat
| Menyurat
Juniah Laporan 35.000.000 48.000.000 -1 000
Komunikasi, Sumber Daya | Peryediaan Jasa
| Kemunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
ya Disediakan
Pemeliharaan Barang | Junlah Barang Milik 544.687.526 126.502.100 - 000
Milik Daerah Penunjang | Dasrah yang Layak
Urusan Pemerintahan | Fusgsi
|Jurtah Kendaraan 95.000.000 ﬂ.mﬂ.SL -1 000 P;
g Dinas Operasional atau
Pemegiiharaan, Pajak, dan  |Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dinas | Dipeihara dan
Pajak dan
Perzinannya
Jumiah Mebel yang 15.000.000 534.500 - 0,00
Dpsihara
Pemeliharaan Peralatan  |Jumah Peralatan dan 30.000.000 11.390.000 - 0.00
Mesn Lainnya yang
Dipeihara
Pemeliharaan/Rehabiitasi | Jumish Gedung Kantor 244687 526 - 0.00
dan Bangunan Lainnya
l yang
o Dirshabif
_?agnisﬂ Jumieh Sarana dan 50,000,000 79.900.000 - .00
Sarana dan Prasarana Prasxana Pendukung
Pendukung Gedung Kantor|Gedusg Kantor atau
atau Bangunan Lainnya  (Bangwan Lainnya
yang
| Dipetiara/Direhabilitas
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Kualitas [Neasyakat (IKM)
Administrasi | Terpaiu Kecamatan
Terpadu (PATEN)
x> Persertase Kegiatan 330.000.000 46.324.200 - 0,00
PENYELENGGARAAN  |Pemerntahan dan
PEMERINTAHAN DAN | Pelayanan Publik
PELAYANAN PUBLIK  |yang dilaksanakan




14.962.000







1945,
Tunggal lka serta Repulik Indonesia
Pemertahanan dan Tahn 1945,
Pemeliharaan Keutuhan | Peiedarian Bhinneka
Negara Kesatuan Repubik | Tengal lea serta
Indonesia Peretahanan dan
Pemdiharaan
Keuthan Negara
Rata-rata capaian kinerja (%) - :
Sedang |Sangat
Kinerja Rendah
Catatan - *)
Fakior P g Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambsat Pencapaian Kinera
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya -
Tindak Lanjut yang diperfukan dalam Renja tahun



Dari tabel tersebut diatas untuk Capaian Kinerja Kinerja dapat diuraikan analisisnya

sebagai berikut :

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terkait dengan Nilai SAKIP Kecamatan dari target Nilai 75 belum ada

nilainya karena penilaian SAKIP dilaksanakan pada Triwulan - II
Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut capaian Kinerjanya

adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah dari target 9 Dokumen realisasi sebanyak 1 Dokumen hal
ini menunjukan capaian kinerja sebesar 9.99%

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 40
Dokumen realisasi sebanyak 3 Dokumen hal ini menunjukan
capaian kinerja sebesar 33.79%

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat dari target 8
Dokumen realisasi sebesar 2 Dokumen hal ini menunjukan capaian
kinerja sebesar 0.00%

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 30 Dokumen
realisasi sebanyak 7 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja
sebesar 14,39%

e. Pengadaan Barang Milik Daerah dari target 17 Unit realisasi
sebanyak 2 Dokumen, hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar
0,00%

f. Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dari target 49
Laporan realisasi sebesar 2 Laporan hal ini menunjukan capaian
kenerja sebesar 36.61 %

g. Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah dari
target 42 Unit realisasi sebesar 4 Dokumen hal ini menunjukan

capaian kinerja sebesar 8.47%

Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik

Dari target 100,00% realisasinya 0.00% sehingga capaian kinerjanya
0,00%.

Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik

capaiannya antara lain :



a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan dari target 42 Laporan realisasi 0 laporan hal ini
menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%

b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
dari target 2 Laporan realisasi O laporan hal ini menunjukan capaian
kinerja sebesar 0,00%

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada

Camat dari target 4 Laporan realisasi O laporan 0,00%

Hal ini menunjukan kegiatan-kegiatan ini belum mencapai target

yang telah ditentukan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Dari target 100 % realisasinya 31.50% sehingga capaian kinerjanya
31.50%.
Hal ini menunjukan kegiatan ini belum mencapai target sesuai dengan
yang telah ditentukan.
Adapun kegiatanya dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan yaitu :
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari target 18 Lembaga
tercapai 10 Lembaga sehingga capaian kinerjanya 31.50%
Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target

yang telah ditentukan

Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum

Dari target 100 % realisasinya 0,00% sehingga capaian kinerjanya

0,00%

Adapun Kegiatan dari Program Koordinasi Ketentranman dan

Ketertiban Umum yaitu,

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dari target 24 Laporan realisasi sebanyak O Laporan hal ini

menunjukan capaian kinerja sebesar 0,00%

Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Di Kecamatan Kertosono pada tahun 2025 dari target 100 % realisasi O

% , hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 0.00%



Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah dari tanget 9 Lembaga/Organisasi Masyarakat

terealisasi 0,00% menunjulkkan capaian kinerja scbesar 0,00 %

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum sesuai dengan Target yang telah

ditentukan.

Program Pembinaan dan Pengawasan Desa

Dari target 100% realisasi sebesar 0,00% hal ini menunjukan capaian
kinerja sebesar 0,00%

Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa dari target 14 Desa/Kelurahan (23 Dokumen)
realisasi sebanyak 1 Dokumen , hal ini menunjukan capaian kinerja

sebesar 0.00%

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum sesuai dengan target yang telah

ditentukan/direncanakan.

Adapun ntuk Capaian Anggaran Program Kecamatan Kertosono Tahun

2025 untuk analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Hasil program ini adalah meningkatnya kualitas Pelayanan
Administrasi Terpadu di Kecamatan Pace, dengan Anggaran Rp.
3.179.935.010,00 realisasi Rp. 973.163.543,00 atau penyerapan
dana sebesar 30.60%
Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala

sangat rendah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Hasil program ini adalah meningkatnya prosentase koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang ditindaklanjuti,
dengan anggaran Rp 46.324.200,00 realisasi Rp. 0,00 atau

penyerapan dana sebesar 0.00%



Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala

sangat rendah.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran
Rp. 47.502.000,00 realisasi Rp.14.962.000,00 atau penyerapan

anggaran sebesar 31.50%

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala

sangat rendah.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil dari program ini adalah meningkatnya prosentase
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman
dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran
sebesar Rp 22.144.800,00 realisasi Rp 0,00, atau penyerapan
anggaran sebesar 0,00%,

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala

sangat rendah.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan dibidang pemerintahan umum yang
ditindaklanjuti, dengan anggaran Rp 77.109.800,00 realisasi Rp
0,00 atau penyerapan dana sebesar 0,00%.
Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala
sangat rendah.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Hasil program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran
Rp 43.759.600,00 realisasi Rp 0,00 atau penyerapan dana sebesar
0,00%.



Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, predikat kinerja anggaran pada skala

sangat rendah.

Analisis Realisasi Output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2025

Untuk realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Kecamatan Kertosono Tahun 2025 belum tercapai dengan baik seperti
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN dikarenakan belum terisinya Pejabat Struktural di
Kecamatan Pace yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasubbag
Umum dan Kepegawaian sehinga berpengaruh signifikanpada serapan
anggaran.

Dengan ini dapat disimpulkan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
ada belum bisa dicapai target yang ditentukan, dikarenakan oleh belum
tepatnya planning perencanaan dan penyerapan anggaran dalam
penentuan target pada Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta karena adanya
Instruksi Bupati Nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025 tanggal 25
Januari tentang efisiensi dalam anggaran yang berakibat tertundanya

penyerapan anggaran .

T Tabel 2.2

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja
. = 91% Sangat Tinggi

76% < 90% Tinggi
66% < 75% Sedang
51% < 65% Rendah

< 50% Sangat Rendah

IR IS

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan



dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan
Penganggaran
Program Perangkat Daerah Capaian Kinerja Predikat
Program Penunjang Urusan 30,60% Sangat Rendah
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

1. Ada beberapa kegiatan kurang

Terdapat risiko  kurang

Untuk kedepanya agar

Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

tepat dalam penganggaran, | tercapainya target kinerja lebih tepat dalam
sehingga tidak maksimal dalam penganggaran
realisasinya
2. Instruksi Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran
Program Penyelenggaraan 0.00% Sangat Rendah

100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran

Faktor Implikasi Terhadap Target | Kebijakan Yang Diambil

Penyebab Renstra PD

e Ada beberapa kegiatan kurang | Terdapat risiko kurang | Untuk kedepanya agar
tepat dalam penganggaran, | tercapainya target kinerja lebih tepat dalam
sehingga berimplikasi tidak penganggaran
maksimalnya dalam
merealisasikan.

e Instruksi Bupati Nomor

Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa Dan Kelurahan

31.50%

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

e Ada beberapa kegiatan kurang
tepat dalam penganggaran,
sehingga berimplikasi tidak
maksimalnya dalam
merealisasikan.

* Instruksi Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran

Untuk kedepanya agar
lebih tepat dalam
penganggaran

Program Koordinasi Ketentraman Dan
Ketertiban Umum

0.00%

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

e Ada beberapa kegiatan kurang
dalam

tepat penganggaran,
sehingga berimplikasi tidak
maksimalnya dalam

merealisasikan.

Untuk kedepanya agar
lebih tepat dalam

penganggaran




Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum

Instruksi Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran

Urusan

0.00%

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

Adanya kegiatan yang kurang tepat
dalam penganggaran, sehingga
berimplikasi tidak maksimalnya
dalam merealisasikan.

Instruksi Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran

Untuk kedepanya agar
lebih tepat dalam

penganggaran

Program Pembinaan Dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

0,%.

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

* Adanya kegiatan yang kurang tepat | Terdapat risiko kurang | Untuk kedepanya agar
dalam penganggaran, sehingga | tercapainya target kinerja lebih tepat dalam
berimplikasi tidak maksimalnya penganggaran
dalam merealisasikan.

« Instruksi Bupati Nomor
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya penyerapan
anggaran

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan |
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pace
Kabupaten Nganjuk
Kinerja Tahun 2025
No. Tujuan/Sasaran Indikator
Target Realisasi Capaian
1 Tujuan : Indeks sinergitas 78 E Belum
Meningkatnya penyelenggaraan dilaksanakan
sinergitas pemerintahan di Penilaian
penyelenggaraan Kecamatan
kegiatan pemerintahan
di Kecamatan
2 Sasaran 1: Indeks Kepuasan 90 91,38 101,53%

Meningkatkan kualitas | Masyarakat (IKM)
Pelayanan Pelayanan
Administrasi Terpadu | Administrasi
Kecamatan (PATEN) Terpadu

Kecamatan

(PATEN)
Sasaran 2 : Persentase 30 26,67 88,90%
Meningkatkan penurunan
Ketentraman dan | pelanggaran
Ketertiban di Wilayah | ketentraman dan
Kecamatan ketertiban umum

di wilayah

Kecamatan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan I




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Capaian kinerja pelayvanan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan
daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta
Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness)
dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Kecamatan Pace menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis
SWOT/ Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada

masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal
a. Faktor Kekuatan (Strong)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan
Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,
tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung
jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pace;

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki
integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3) Pola kerja di Kecamatan Pace yang sistematik dan terjadwal
sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan
efektif;

4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan
dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja
yang kondusif dan nyaman,;

5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan
yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan
tugas—tugas di Kecamatan,;

6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang
pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum
disertai dengan adanya juklak dan juknis;

2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat
musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal
yvang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya



3)

4)

5)

yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam
rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan
mengatur koordinasi antar Instansi dalam  urusan
perencanaan.

Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan
berkelanjutan.

Belum optimalnya koordinasi antar
Instansi/UPT/UPTD/Korwil yang diharapkan dapat
memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan
pembangunan.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1)

2)

3)

4)

Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata
dengan baik;

Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan;

Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders);

Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2005 - 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan
pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

b. Faktor Ancaman (Threat)

1)

2)

3)

4)

Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus

ditampung dan diperhatikan;
Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat

yvang belum memahami arti penting dari proses perencanaan

pembangunan parsitipatif;

Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang
berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di
Kecamatan Pace;

Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun
2025 diuraikan sebagai berikut:

A. Tujuan
Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan



Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif

. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat)
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komponen :

1. Kompetensi

2. Inovasi/kreatifitas

3. Kepemimpinan

4. Kinerja/Komitmen

Hasil penilaian sinergitas kecamatan Pace TAhun 2025 adalah

belum ada, ha linin disebabkan proses penilaian sedang berjalan

dan nilai sementara dalam system belum muncul/ada.

. Sasaran Strategis yang Kesatu

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu
Kecamatan (PATEN), pada tahun 2025 Triwulan I Kecamatan Pace
memperoleh 91,38 dari target 90, sehingga capaiannya sebesar
101,53%.

Angka tersebut didapat dari laporan survei melalui website

https://sukma.jatimprov.go.id/ dengan responden sebanyak 118

(Seratus Delapan Belas) orang.



Dengan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan laporan survei IKM kecamatan Pace

Gambar 2.2
Nilai/Unsur 422 410 418 47 424 420 439 472 445
NRR/Unsur 3.58 347 3.54 3.99 359 3.56 3.72 4.00 3.77
NRR/Unsur X 25 89.41 86.86 88.56 99.79 89.83 B8.98 23.01 100.00 94.28
NRR Tertimbang/Unsur 0.39 0.38 0.39 0.44 0.40 0.39 0.41 044 041
JML NRR IKM TERTIMBANG 3.66
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25 91.38

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 91,38 % sampai Tri

Bulan I dari target sebesar 90,00 % . Faktor yang mempengaruhi

Capaian IKM di Kecamatan Pace melebihi target :

1.

Persyaratan ( Ul)
Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun

rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten
sesuai dengan regulasi yang berlaku mencapai 86,59 %.

Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)
Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Pace

sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan
kepada masyarakat mencapai 87,5%.

Waktu Penyelesaian (U3)
Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang

direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya
Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan
penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan mencapai 88,18 %.
Biaya/Tarif (U4)

Biaya dalam pengurusan surat - surat dan Pelayanan di
Keacamatan Pace tidak dikenakab biaya/gratis mencapai 100 %.

Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)
Jenis Pelayanan di Kecamatan Pace antara lain :

a. Pembuatan Akte Kelahiran



Pembuatan Kartu Keluarga

Perekaman KTP

Pelayanan Pindah tempat

Pembuatan dispensasi nikah

Pembuatan PPAT

Pelayanan Hak Waris

Pelayanan rekomendasi kredit bank
i. Pelayanan Legalisasi surat surat

Untuk jenis Pelayanan mencapai 87,5 %.
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6. Kompetensi Pelaksana (U6)
Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti

Bimtek dan Sosialisasi, mencapai 88,18 %.

7. Perilaku Pelaksana (U7)
Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan

serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku
pelayanan mencapai 88,18 %.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi

berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun
yang masuk ke SP4N LAPOR mencapai 100 %.

9. Sarana dan Prasarana (U9);
Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Pace sudah

tersedia dengan kondisi yang baik mencapai 96,82 %.

Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Pace diatas Penangananan Pengaduan/US8, Biaya yang
Gratis/U4 dan Kompetesi Pelakasana/U6 memiliki nilai tertinggi dari
Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat.
Dengan Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Pace sampai
Akhir Tri Bulan I Tahun 2024 mencapai 91,38 %, sehingga Capaian
Kinerjanya sebesar 101,53%.

C. Sasaran Strategis yang Kedua

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban
umum di Wilayah Kecamatan, target belum tercapai

Sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatkan ketentraman dan
ketertiban di wilayah kecamatan pada Triwulan-I Tahun 2025 realisasi
sebesar 26,67% dari target sebesar 30%. Capaian kinerjanya 88,90%
Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis

tersebut untuk capaian kinerjanya masuk kategori tinggi.



Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban Tahun 2024
sebanyak 25 laporan sedangkan laporan gangguan ketentraman dan
ketertiban Tahun 2025 sebanyak 23 laporan, dengan demikian

realisasi kinerjanya :

25 -23 =X 100% = 8,00 %

25

Sedangkan Realisasinya = 8/30 x 100% = 26,67%

Sedangkan Capaian Kinerjanya = 26,67 x 100%=88,90%

30
Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan
No. | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1 | Belum 1, Kepuasan Keterbatasan sarana
optimalnya masyarakat prasarana
sinergi terhadap pelayanan pendukung
penyelenggaraan publik masih kurang pelayanan publik
pemerintahan 2.  Belum optimalnya Kekurang selarasan
kecamatan akuntabilitas kinerja

antara perencanaan

kecamatan dan penganggaran
dengan
pertanggungjawaba
n dan  evaluasi
kinerja  Perangkat
Daerah
Belum efektifnya Hubungan

koordinasi tugas umum
pemerintahan,pemberd
ayaan masyarakat dan
desa serta trantib

kelembagaan antar
perangkat  daerah
belum efektif
Rendahnya
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Keterbatasan
kewenangan Camat
dalam  pembinaan
pemerintahan Desa

Penerapan atau
implementasi tata kelola
pemerintahan desa

belum optimal.

Kurang tertibnya
administrasi
pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di

Kecamatan Pace, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu

untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.




Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik

dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan

masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi
kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak
hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga
dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan
diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan
efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih
baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi

non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan
Pace Kabupaten Nganjuk

2.3.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pace
Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah
dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat
Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok,
fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Pace.

1. Tugas Pokok
Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah

2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat Pace

Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat kecamatan.



b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah
yang ada di kecamatan

c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum.

d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada camat.

e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.

f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.

g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan
perkada

h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai
penugasan kepala daerah.

i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi
pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Struktur Organisasi
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus

Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pace
Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan

struktur organisasi sebagai berikut:



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK
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Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai

berikut:

j. Camat
Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat
adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; ueu
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di
kecamatan;

3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;



. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;

. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada,;

. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan

kepala daerah; dan

. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan

pengawasan pemerintahan desa.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan

administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan

bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1

. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian

pelaksanaan teknis;

. pengelolaan urusan keuangan;

3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata

usaha perlengkapan;

4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
¢) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;



C.

b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
¢) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas

hubungan kemasyarakatan;

d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;

e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian;

f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-
undangan; dan

g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris

sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah
dan instansi vertikal terkait;

b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan;

d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar
pelayanan minimal di wilayah kecamatan;

e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat
daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum yang melibatkan pihak swasta,;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan
pelayanan perizinan,;

i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non

perizinan;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan

kewenangan lain yang dilimpahkan; dan



k.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a.

melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi
masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan
lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa;

melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan
swasta di wilayah kerja kecamatan;

melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai

tugas :

a.

melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,
pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta
pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI,
melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat
di wilayah kecamatan;

melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan
tokoh masyarakat;

melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek,
sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan

nasional,;



f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan
intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi
berdasarkan pancasila;

j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan
merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertrikal;

k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan;
dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai

tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan
peraturan kepala desa;

b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa;

d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan ;

e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan
perangkat desa;

f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan
permusyawatan desa ;

h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa;

i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan

perdesaan;



melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewajiban lembaga kemasyarakatan,;

melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama
desa dengan pihak ketiga;

melaksanakan  fasilitasi  penataan, pemanfaatan dan
pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan

batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan

perdesaan di wilayah kecamatan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kecamatan Pace
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No. Nama Laki-Laki Perempuan Jumlah
Camat 1 - 1
Sekretaris Kecamatan 1 - 1
Kepala Seksi 2 2 4
Kasubbag - | 1

S. Pelaksana/PNS 7 2
Non ASN 6 1

Jumlah 17 6 23

Tabel 2.2.
Pegawai Pada Kecamatan Pace

Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025
No. Fangkat Ggg:ggn Laki- Laki | Perempuan P:gr:xlr\;ai
1. | Pembina Tingkat I IV/b - - -
2. | Pembina IV/a 1 - 1
3. | Penata Tingkat I 11/d < 2 S
4. | Penata III/c 1 1 2
5. | Penata Muda Tk. I 1I/b 1 1 2




6. | Penata Muda Il/a 1 - 1
7. | Pengatur Tingkat | 11/d 3 1 4
6. | Pengatur Muda Tk I II/c 1 1
Jumlah 11 5 16
Tabel 2.2.
Pegawai Pada Kecamatan Pace
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025
Pangkat Golongan . . Jml.
No. Ruang Laki- Laki | Perempuan Pegawsi
1. | Pembina Tingkat I IV/b - - -
2. | Pembina IV/a 1 - 1
3. | Penata Tingkat I I1/d 3 2 S
4. | Penata II/c 1 1 2
5. | Penata Muda Tk. I 1I/b 3 1 2
6. | Penata Muda Il/a 1 - 1
7. | Pengatur Tingkat I In/d 3 1 4
6. | Pengatur Muda Tk | II/c 1 1
Jumlah 11 ) 16
Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pace
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023
No. | Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. S2 2 2 4
2. S1 3 1 4
3. SMA 6 2 8
4. SLTP - = }
JUMLAH 11 S 16

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung

penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor



2.1.

2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan
administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada

masyarakat

3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
- Roda dua sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit yaitu :
e Honda Supra X125 Tahun 2007
e Yamaha Vixion Tahun 2014
e 18 Unit Honda Win Tahun 2005 (Desa)
e 18 Unit Honda Verza Tahun 2014 (Desa)

4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :

-  Meja Kerja : 32 buah

- Meja layanan : 6 buah

- Kursi : 100 buah

- Kursi Tunggu : 2 buah

- Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
-  Komputer e KTP : 2 (dua) unit

-  Komputer : 5 (lima) unit

- Laptop : 7 (tujuh) unit

- Mesin Ketik : 2 (dua)

- Printer : 9 (sembilan) unit
- Scanner : 1 (satu) buah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pace dapat dilihat dari beberapa

indikator kinerja, yaitu:

L
2.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang
dilaksanakan

Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum
yang dilaksanakan

Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan

kebangsan



6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Kecamatan Pace menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis

SWOT/ Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada

masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal
a. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan
Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,
tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung

jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pace;

2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki

integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3. Pola kerja di Kecamatan Pace yang sistematik dan terjadwal
sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan
efektif;

4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan
para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang

kondusif dan nyaman;

5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang
relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas—

tugas di Kecamatan;

6. SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan
yang tinggi.
b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum
disertai dengan adanya juklak dan juknis;



2

5.

.Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat

musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal
yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya
yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam
rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan
mengatur  koordinasi antar Instansi dalam urusan
perencanaan.

. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam
perencanaan pembangunan  yang komprehensif dan
berkelanjutan.

. Belum optimalnya koordinasi antar

Instansi/UPT/UPTD /Korwil yang diharapkan dapat

memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan

pembangunan.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1.

b

Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata
dengan baik;
Penerapan otonomi daerah yang memberikan Kkesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan;
. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders);
Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2005 - 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan
pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

. Faktor Ancaman (Threat)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal
tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok
masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses

perencanaan pembangunan parsitipatif;



3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang

berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di

Kecamatan Pace;

4. Masih adanya kebijakan vang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

1 Belum optimalnya | 3. Kepuasan Keterbatasan sarana
sinergi masyarakat prasarana pendukung
penyelenggaraan terhadap pelayanan publik
pemerintahan pelayanan publik Kekurang selarasan
kecamatan masih kurang antara perencanaan dan

4. Belum penganggaran dengan
optimalnya pertanggungjawaban dan
akuntabilitas evaluasi kinerja

kinerja kecamatan

Perangkat Daerah

Belum efektifnya
koordinasi tugas
umum pemerintahan,
pemberdayaan
masyarakat dan desa
serta trantib

Hubungan kelembagaan
antar perangkat daerah
belum efektif

Rendahnya  partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Keterbatasan
kewenangan Camat
dalam pembinaan

pemerintahan Desa

Penerapan atau
implementasi tata
kelola pemerintahan
desa belum optimal.

Kurang
administrasi
pemerintahan desa

tertibnya

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di

Kecamatan Pace, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu

untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.




Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik
dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan
masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi
kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak
hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga
dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan
diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan
efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih
baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi

non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta
Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar
Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDG’s)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang

dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah “NGANJUK
YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”, pelaksanaan jangka menengah
Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang
berwawasan lingkungan hidup.

2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan

berdaya saing.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan

berbudaya.

ool

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang
dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan
pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan
yang berwawasan lingkungan hidup.

2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan
berdaya saing.

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi
birokrasi yang akuntabel.



4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan
berbudaya, serta tangguh.
( Kecamatan Pace ) memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan

pembangunan daerah “NGANJUK AKUNTABEL” yakni Meningkatnya tata
kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel.

Dengan dicanangkannya program  Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program
pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan
17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan
gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi
seluruh orang di segala usia.

4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong
kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.

5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh
perempuan.

6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang
berkelanjutan bagi seluruh orang.

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta
modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan
berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan
yang layak bagi semua orang.

9. Membangun infrastruktur  yang  berketahanan, mendorong
industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.

11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan,
aman dan berkelanjutan.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta
dampaknya.

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya
lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem
daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,
memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi
tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta



membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh
tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of

implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan
Perangkat Daerah
2.3.4.1. Tantangan

a.

Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan
pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang
berkualitas.

Semakin transparannya informasi melalui media elektronik
dituntut peran Kecamatan Pace harus lebih responsif terhadap
dinamika pembangunan masyarakat.

Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya
dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada
masyarakat yang merupakan amanah.

Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat
secara maksimal (Good Governance)

Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari
kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong
dan munculnya sifat-sifat individualisme.

Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan
pemerintah

Income perkapita masyarakat masih rendah.

Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada
kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi
kebijakan pemerintah.

Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya
minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan,
ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Pace

2.3.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pace

dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a.

b.

Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan
penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan
urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat
kepada Kecamatan Pace untuk memacu dan memotivasi
menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat
meningkatkan peran Kecamatan Pace dalam perencanaan



2.3.5.

pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan
perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat
aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan pace;
Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM
melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan
latihan bagi setiap pegawai;

Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat,
sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala
jenis mudah didapat di Kecamatan Pace, terutama dilihat dari
posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk
lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi
Kecamatan Pace;

Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan
pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator
dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong
masyarakat yang cukup tinggi;

Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam
perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Pace.
Seperti Dana Alokasi Desa ( ADD ) dan Dana Desa;

Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan
Pace. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka
Stunting.

Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam
Perumusan Program dan Kegiatan
Pada Subbab 2.2 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-

permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya

Kecamatan Pace, yang ditinjau dari :

1.
2.

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu

strategis pada Kecamatan Pace, yaitu:

a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian
kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang



Pemerintahan wuntuk mendayagunakan segenap potensi
yang ada di wilayah.
Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada

Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas

kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan
segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah,
potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan
potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni
tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia
usaha di wilayah.
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan

kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan,
terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah
guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih
dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh
memperhatikan Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR),
maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang
tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten
Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus
benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada
masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas
hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur
serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam
penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan
Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan
dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan
memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu
mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
Peningkatan Sinergitas Kecamatan.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan

organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar



pemerintahan di wilayah Kecamatan Pace guna mempercepat
pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai
kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program
pembangunan guna peningkatan kescjatcraan masyarakat.
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang
Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

e. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan

pembangunan.
Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan

menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah
pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik
yaitu sosial, perekonomian dan budaya. Dengan kata lain
pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan
pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh
kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan
perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan
yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan
penyandang disabilitas

f. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan

kuantitas aparatur.
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan
masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yangada
harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara
kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan
kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah

aparatur:

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta

keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan



pelayanan Kecamatan Pace, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta

hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Kecamatan Pace disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024

Program /Kegiatan/ : Indikator Besaran/
Ho, Sub Kegiatan Lolsast Kinerja Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
NIHIL

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025




BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun
2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dirumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain
itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam
melaksanakan urusan pemerintahan.

3.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.1
Prioritas qubar_lgunan Daerah

No. Prioritas Daerah Alokasi 2025 (Rp.)

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publikdengan pemanfaatanteknologi  informasi(e-
gov)Meningkatkan tatakelola pemerintahan  dan
pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi
informasi(e-gov)

5.502.194.892

3.2 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

Indeks Sinergitas | Nilai 83,49 85 86 88
katnya Penyelenggaraan
sinergit Pemerintahan

as Kecamatan
penyele
nggaraa

kegiata
pemerin

tahan di
Kecama

88




Meningkatkan Indeks Reformasi | Nilai N/A 51 53 55 55
reformasi Birokrasi

birokrasi Kecamatan Pace

Perangkat

Daerah

Meningkatkan Indeks Kepuasan | Nilai 83,11 83 84 85 85
kualitas Masyarakat (IKM)

Pelayanan Pelayanan

Administrasi Administrasi

Terpadu Terpadu

Kecamatan Kecamatan

(PATEN) (PATEN)

Meningkatkan Persentase % 100 100 100 100 100
Ketentraman dan | Permasalahan

Ketertiban di ketentraman dan

Wilayah ketertiban yang

Kecamatan ditangani

Sumber Data : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Triwulan I Tahun 2025
Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

3.3 Program dan Kegiatan
Dalam perubahan Perubahan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2024 memedomani agenda pembangunan
Nasional dan Daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.
Adapun usulan Perubahan Rencana Kerka Perangkat Daerah
Kecamatan Pace tercantum dalam Matrik Perubahan Rencana Kerja

sebagaimana berikut :

Tabel 4.3
Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025 - Kecamatan Pace
(Sebagai Berikut)




PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PACE KAB. NGANJUK

TAHUN 2025
PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRANNUAAN WA REMOANA
INDIKATOR PROGRAM ! REALISASI |~ capaian Lot o
4 TAN [ CAPAIAN | v pGET RENA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
GIAT & RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS] SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
3 10 LA 12 13 14 15 16
T, 3.530.427 650,00 3.605.478.500,00
PROGRAM PENINJANG 75 Nilai 3.162.582.250.00 75 Nilal 3.284.642.500.00
URUSAN PEMERINTAHAN
& Lapoan 19 186.500.00 Memperkua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 7 Dokumen B 712.500,00 | KECAMATAN PACE
Penganggaran din Evallas! | treformasi | enggaraan 8 Laporan
Kinetja Perangc Daerah Panganggaran. dan Evaluas | politik. pamerintah
Kinerja yang disusun tepal hukum dan’ | an yang
wokrasi, Bersih.
serta memp | Efektd dan
erkuat penc | Anti
egahan dan | Konupsi
pembeérant | P8 Kab
asan Tatakeiola
orupsi Pemenmah
narkoba, Yang
judi, dan pe | Bersih Dan
nyeludupan | Inovasi
Serts
Digitalisasi
| Petayanan
_ Putiik
Koordinasi dan Pewvusunan Laporan Capasan Kinerfa dan khtsar Realisasi Kinena SKPD
Jumiah Laporan Capalan | 6 Laporan 86 500,00 | Kati Ngenjuk DANA Memperkua | P8 - Peryel | Masyarakat Pace 6 Laporan 6712500,00 | KECAMATAN PACE
Kinerya dan hirsar Realisasi _ Pace Semua TRANSFER treformasi | enggaraan
Kinerja SKPD dan Laparan | KelDiess UMUM-DANA politi pemerintah
Hasil Koordinasi Penpusunan 1 ALOKAS! UMU] hukum dan | an'yang
Laporan Capaian Kinera dan ﬁ birokrasi, Bersin.
Iwhtisar Reafisss Kinena serta memp | Efekiif dan
erlaat penc | Anti
egahan dan | Korups
pemberant | PS8 Kab
asan Tatakelola
korupsi, Pemearintah
hatkota Yang
Juai, dan pe | Bersih Dan
nyetudupan | Inovasl
( Serta
Digtaisas:
Pelayansn
Pubiik




TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN |BIDANG INDIKATOR PROGRAM | AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2028 .
URUSAN | FROGRA KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN | o ot - RENIA — KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGATAN | SUB KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | W opr i N TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAR
KEGITAN oPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS! SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
4 13 8§ 12 13
Administrasl {eangan Jurmiah Dolumean Lapoan 12 Laporan 95740000 Memperkua | P - Penyel | Masyatakal Pace 12 Laporan 2912 280.000,00 | KECAMATAN PACE
Perangkat Daesash Administrass Keuangan treformasi | enggaraan
Pevangkat Dasrah poiitik, pamenntan
hukum dan | an yang
birokrasi, | Bersih,
serta memp | Efektif dan
erwat penc | Anti
egahan dan | Korupsi
pemberant | S Kab
asan Tataksiola
Korupsi, Pemenntah
narkoba, Yang
Judi, dan pa | Bersih Dan
nyeludupan | Inovasi
Serta
Dagraisas:
Pelayanan
Putiik
enyediaan Gaji tan Tun@angan ASN
Juriah Crang yang n ral 2452 541 800,00 | Kab Nganjuk, DaNA Mempesiua | PB - Fenyel | Masyarakat Pace 21 | 265500000000 HECAMATAN PACE
Msnarima Gay dan Orangitwitan Orang/bulan Pate, Semua TRANSFER treformasi | enggaraan Orang/butan
urgangan ASN KelDesa UMUM-DANA poltik_ pamanntah
ALOKAS] UMUM | hukum dan | an yang
terokras, Bersin,
serta memp | Efeltf aan
efkiat panc | Antl
egahan dan | Korupsi
pemberani | PS Kab
asan Tatakslola
Korups:. Pemenntah
narkoba, | Yang
judi, dan pe | Bersih Dan
yeludupan | incvasi
Serta
Digtalisasi
Pelayanan
Pubiik
dan Laporan Akhir Tahun SKPD
Jumiah Laporan Keuangan Laporan Laporan 600,00 | Kab Nganjuk, DANA Memperkua | PB - Penyel | Masyarakat Pace Laporan 00,000,00 | KECAMATAN PACE
Akhir Tabun SKPD dan Paca, Semua TRANSFER reformasi | enggaraan
Lagoran Hes! Koordings! KelDesa UMUM-DANA politik. pamadintah
Panyusunan Laporan ALOKAS! UMUM | hukumdan | an yang
Keuarigan Akhir Tahun SKPD Dirokrasi, Bersih,
‘serta meamp | Efekti dan
etkuat penc | Anti
‘egahan dan | Korupsi
pemberant | P Kab
asan Tatakelota
korupst, Pemerintah
nanoba. Yang
Juch, dan pe | Bersih Dan
nyeludupan | Inovasi
Serta
Dightatsas
Palayanan
Pubiiic

701012 I Kootdingsi dan Peryusunan Laporan i Trd SKPD




b N . TARGET | peaiicagy | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERIA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAIGRASI IR RENGANA
INDIKATOR PROGRAM AKHIR CAPAIAN
URUSAN/FROGRAM | KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | o’ niun TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGWUTAN oPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF [Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF |Rp)
NASIONAL = DAERAH
] 8 8 10 12 13
Jumiah Laporan Kauangan Laporan Laporan 247 T00.000,00 | Hab Nganjuk, DANA Memperkua | PB - Penyel | Masysrakat Pace 3 Laporan 244180 000,00 | KECAMATAN PACE
Bulanan/ Triwulanan/ Pace, Semua TRANSFER treformast | enggaraan
Semesteran SKPD dan KelDesa MUM-DANA politilc penarintah
“Laporan Koordmasi ALOKAS! UMUM | hukum dan | an yang
Panyusunan Laporan ‘birokrasi, Bersin,
Kevangan Bulanan/Trwulana sera mamp | Efekdif dan
n/Semesteran SKPD eriuat penc | Antl
egahan dan | Korupsi
pemberant | PS Kab
asan Tatakelola
korupsi. Pemenntah
narkoba, Yang
Jodi, dan pe | Barsih Dan
myehdupan | Inovasi
Serla
Digttatisasi
Pelayatian
Putiik
Adminisiras: Kemgawaan Jumiah Leporan Adminsirasi | 3 Palet 3 Dokumen 23.700,000.00 Memperkua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 3 Pakat 20100 000,00 | KECAMATAN PACE
Perangkat Dasrah Kepegawaien Perangkal treformasi | enggaraan
Daeral polti, pemerintah
hukum can | anyang
birokrasl | Bersin,
serta momp | Efeidf dan
arkuat penc | Anti
egahan dan | Korupsi
pemberant | PG Kab
asan Tatakelola
onpsi Pemetintah
rarkoba, | Yang
Judi,_ dan pe | Bersih Dan
nyeludupan | Inovasi
Serta
Dgttatsas
Pelayaran
Pukblii
Pengadaan Paiain Dinas beserta Attibut Keiengkapannya
Jumiah Pakst Pakaian Dinas | 3 Paket 3 Paket 18900 000,00 | Kab Nganjuk. DANA Memperkua | PB - Penyel | Masyarakal Pace 3 Paket 16 400.000,00 | KECAMATAN PACE
beserta Alribul Kelenghanan Pace, Semua TRANSFER treformasi | enggarsan
KelDesa UMUM-DANA poiitik, pemerintan
ALOKAS! UMUM | hukum dan | an yang
Earokras, Bersih.
serta memp | Efeidif dan
eriuat panc | Antl
agahan dan | Korupsi
pemberant | PS Kab
asan Tatakeiola
harupsi, Pemerintah
narkoba, Yarg
fui, dan pe | Bersin Dan
nyeludupan | Inovasi
Serta
Digitaisas)
Pelayanan
Publik

Pendidikan dan Peatinan Pagawal Bersasarkan Tugas dan Fungsi




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026

KEGIATAN / SUB REGMTANTIUD PERIODE | ey’ qpp | TARGET REMJA PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGITAN HERDTAN, RENSTRA | TAHUN 2023 OPOTAHUN | TARGET | paGuINDIKATIF(Rp) |  LOKASI | SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
5 Ll 12 12 "
Jumish Pegaws 20 Orang 20 Orang 80000000 | Kab Nganjuk, DANA Memperkua | P8 - Peryel | Masyarakat Pace 0 Orang 3700,000,00 | KECAMAT AN PACE
Bervasarkan Tugas dan Pace, Semia TRANSFER trefomass | enggaraan
Fungsi yang Mengikuti KelDesa UMUM-DANA politik. pemarintah
Peridian dan Pelativen ALOKAS! UMUM | hukutn dan | an yang
biroksasi, Bersih,
serta memp | Efeked dan
etogat penc [ Anti
egahan dan | Korupsi
pemberant | P8 Kab
asan Tatakelols
korupsi, Pemerintah
narkoba, | Yang
judi, dan pe | Bersih Dan
nyeludupan | Inovasi
Sera
Digitalisasi
Pelayanan
Prublik
Admimisirast Umam Jumilah Dokumen 7 Dokumen 12 Dorumen 81642 700,00 Memperkua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 7 Dokumen 100,000.000,00 | KECAMATAN PACE
Perangiat Daern Administrasi Umum treformasi | enggarasn
Parangkat Daersh paiitk, ‘pamerintaly
hukum dan | an yang
tirokremi, | Bersih,
serta memp | Efeldd dan
erkuat peric | Antl
egahan dan | Kofupsi
pemberant | PS Kab
asan Tatakeloa
korupsi, Pemerintaty
narkoba, Yang
judi. dan pe | Bersih Dan
Serta
Dighaisas)
Pelayaran
Pubitk,
Penyedisan Komgonen Instalas:
Jumiah Paket Komponan 1 Paket 1 Paket 4657 650,00 | Kab Nganjuk, DANA Memperkua | P - Penyel | Masyarakat Pace 1 Paket 5100 000,00 | KECAMATAN PACE
Instalass ListrkPanarangan Pace. Semua TRANSFER treformaesi | enggaraan
Bangunan Kanfor yang KelDesa UMUM-DANA poiitik. pemerntar
Disediakan ALOKASI UMUM | hukumdan | an yang
txrokram, Barsh,
serta memp | Efekif den
ekuat panc | Anti
egahan dan | Korupsi
pemberant | PG Kab:
asan Tatakelols
honups, Pemerintah
narkoba, | Yang
Judl, dan pe | Bersih Can
Serta
Digttanisasi
Pelayanan
Publik

Penyediaan Bahan Logsti Kantor




TARGET GAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAI T BN
INDIKATOR PROGRAM AKHIR KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
A FERIIOR PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAS
L il TARSET | paGU INDIKATIF (Rp) LOKASI | SUMBER DANA - TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
s 5 8 8 1 12 12 14 1
urrilah Pake? Bahan Logistik | 3 Paket 871,550,00 | Kab. Nganjuk. DANA Memperkua | P8 - Panyel  Masyarakat Pace Paket 300 000,00 | KECAMATAN PACE
Kantor yang Dissdiskan Pace, Semi TRANSFER treformasi | enggaraan
KeliDesa UMUM-DANA politik. pematintah
ALOKASI UMUM | hukum dan | an yang
trowrasi, | Bersin,
serta memp | Efektd dan
erkuat penc

]
3

i
sgg g

judi, dan pe | Bersih Dan

750.000,00 Masyarakat Pace 2 Paket 510000000 | KECAMATAN PACE

P

3

B [

Masyarakat Pace 1 Dokumen 2100.000,00 | KECAMATAN PACE

i
% £

Memperiua

reformast

politic,

hukum dan | an yang
irokrasi,
serta mamp | Efeldif dan
erkuat penc
egahan dan
pemberant
‘agan

korupsi
narkoba,

{

g
§
T

Fasiktas| Kanjungas Tamu




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2026

.g%

PAGLU INDIKATIF (Rp)

PENANGGUNG JAWAB

Jisdi, dan pe | Bersih Dan

12.800.000,00

KECAMATAN PACE

i

7.01.01.2060010 Penatausataan Asip Dinamis

iy




,gg

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

R |

i

KECAMATAN PACE

10 Unit

63 822 890,00
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KECAMATAN PACE
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KECAMATAN PACE




: ARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRANIRANN WANY RN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2026
INDIKATOR PROGRAM AKHIR CAPAIAN )
KODE URUSAN | PROGRAM KEGATAN I SUB PERIODE | CAPAIAN | o o ENA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN SUB KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | Uoprt N TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGLING JAWAB
HEGIATAN 0PD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF [Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
3 4 6 10 12 13 8B
uuuuu Penysdiaan Jas: Perunang | Jumiah Laporan Penyedisan Paket Pak 00000000 Memperiua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace Palet 49 100 000,00 | KECAMATAN PACE
Urusan Pemenrahan Jasa Penuryang Unusan treformasi | enggaraan
Daerah Pamenntahan Daersh poiitik, pemerintah
hukum dan | an yang
birokras, Bersih,
serta memp | Efektif dan
erkuat penc | Antl
egahan dan | Korupsi
pemberant | P6 Kab
asan Tatakelols
korupsi, Pemerintah
narkoba, Yang
judi, dan pe | Bersin Dan
nveludupan | Inovasi
Serta
Dignairsas:
Pelayanan
Publi
0 08.000 Penyedizan JasaSural Menyurat
Jumianh Laporan FPenyediaan | 1 Lapaoran Laporan 3,000 000.00 | Kab Nganjuk, DANA Memperkua | PB - Penyel | Masyarakst Pace 1 Laporan 3100 000,00 | KECAMATAN PACE
asa Suraf Menyural Pace, Samia TRANSFER treformasi | enggataan
KelDess LIMUM-DANA poiitikc, pemenntan
ALOKAS] UMUM | hukum dan | an yang
birokrast, Bersih,
serta memp | Efeksf dan
erkuat penc | Anti
egahan dan | Korupsi
pamberant | P8 Kab
asan Tatakeiola
horups), Pemerntah
rarkoba, Yang
judi, dan pe | Bersih Dan
nyeludupan | Inovasi
Serta
Digtaiisasi
Petayanan
Publik
701012020002 Penyediaan Jasa komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Jumiah Laporan Penyedisan | 3 Laporan 2 Laporan 42000 000,00 | Kab Nganjuk, ANA Memperiwa | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 3 Lagoran 45,000 000,00 | KECAMATAN PACE
388 Komunikasi. Sumber Pace, Semua TRANSFER trefrmasl | enpgaraan
Daya Air dan Listnk yang HKelDesa UMUN-DANA politik, pemetintah
Oisediakan ALOKASI UMUM | hukum dan | an yang
tirokrasi, Bersim,
sarta memp | Efelaf dan
erkuat panc | Ant
egahan dan | Korups!
pemberant | PS Kab
asan Tatakeiod
lotups:, Pemenntan
narkoba. Yang
Jjudi, dan pe | Bersih Dan
nyeludupan | Inovasi
Serta
Digitalisasi
Pelayanan
Publik




TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN EIRARBZANN AL IENCANA
URUSAN| BIDANG REALISAS) TAHUN 2026
INDIKATOR PROGRAM AKHIR CAP
NO KODE URUSAN/ FROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN ARGET RENJA KELOMPOK PERAN DAERAH
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN oPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGL INDIKATIF (Rp) LOKAS! SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 5 7 8 -} w0 n "= 13 14 -] L] 17
ma2ce Pemeliharaan 3arang Millk | Jumiah Barang Mikk Daerah | 338 Unit 296 Unit 09.118.100,00 Memperkua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 16 Unit BB B50.000,00 | KECAMATAN PACE
Danran Penuryng Lrusan yang Layak Fungs treformas: | enggarasn
Pemesirtanan Daerah politik, pemetintah
hukum dan | an yang
birokrasi, | Bersih,
serta memp | Efektif dan
effouat penc | Anti
egahan dan | Korupsi
pemberant | PE Kab
asan Tatakeiola
karupsi. Pemerintah
harkoba, Yang
judi, gan pe | Bersih Dan
nyetudupan | Inovasi
Sera
Digtaiisasi
Pelayanan
Pubiik
08.0002 jasi BlayaF Pajak dan Perzinan Kendaraan Dmas Operasional atau Lapangan
Jumiah Kendaraan [inas 20 Unit 39 Unit B07 500,00 | Kab Nganjuk, DANA Memperkua | P8 - Penyei | Masyarakat Pace 38 Unit 51,000 000,00 | KECAMATAN PACE
Oparasonal afou Lapangan Pace, Semua TRANSFER treformasi | enggaraan
yang Dipsifhira dan KellDesa UMUM-DANA otk permnerirtah
dbayarhan Pajak dan ALOKAS! UMUM | hukum dan | an yang
Perizingnnya erokrasi, Bersih.
serta memp | Elektif dan
erkuat penc | Anti
egahan dan | Korupsi
pemberant | P8 Kab
asan Tatakelols
onups!, Pemenntah
narkoba, Yang
Judi, dan pe | Bersih Dan
nyeiudupan. | Inovasi
Serta
Dygftaisast
Pelayanan
Pubik
SSSSS 0005 Pemelinaraan Mebe!
MEEE 20 Unit 00 Unt 534.500,00 | Hab Nganjuk, DANA Memparkua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 110 Unt 5100 000,00 | KECAMATAN PACE
Dipslirara Face, Semua TRANSFER treformasi | enggaraan
HelDesa UNLUM-DANA fpoliti, pemerintah
ALOKAS! UMUM | hukum dan | an yang
rokras:, Bersih,
sertamemp | Efeiif dan
erkuat penc | Anh
egahan dan | Korupsi
pemberant | P8 Kab
asan Tatakelola
korupsi, Pemerintah
narkota, Yang
judi, dan pe | Bersih Dan
Tyeludupan | inovasi
Serta
Digttaiisasi
Pelayanan
Publik
7.01.01.2.08.0006 Pemediharaan Perastan dan Mesin Lainnya




PRAKIRAAN !
REALISAS! PRAKIRAA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN - %

PAGU INDIKATIF (Rp)
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10.250.000.00 | KECAMATAN PACE
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168 Unit 148 Unit 1000 000,00 | Kab Nganjuk DANA Memperkua -
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&Unt 5 Unit 34776.000,00

i e

Memperkua
¥ 1 reformast
HelCesa UMUM-DANA olitik, pemenniah
hukurn dan
birokrasi

¢

serta memp | Efektf dan

E
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PS5 Kab
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Masyarakat Pace 12 Laporan 75,000 000,00 | KECAMATAN PACE
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2028

TARGET
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
Monids Piione il -y [N PRIORITAS SASARAN PENANGGLING JAWAB
aro 2024 2025 PAGU INDIKATIF [Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF {Rp)
NASIONAL | DAERAH
-] 10 n R L1 14
12 Laporan Laporan 4 800,00 | Kab Nganjuk, DANA Memperkua | P8 -Penye! | Masyaraiat Pace 12 Laporan 75.000.000,00 | KECAMATAN PACE
Pace, Semus TRANSFER treformasi | enggarsan
FelDesa UMUM-DANA paiiti pematintah
ALOKAS! UMUM | hukum gan | an yang
birokrasi, Bessih,
serna memp | Eleldil dan
erkuat penc | Anti
egahan dan | Korupsi
pemberart | PS Kab
asan Tatakelola
forupsi. Pamerintah
narkoba, Yang
judi, dan pe | Bersih Dan
nyeludupan | Incasi
Serta
Oighalsasi
Pelayanan
Pubiik
Koordings: Peneharaen Jumiah Kegintan Koorlinesi 12 Dokumen 17,724 800 DO Memperkus | P8 - Penyei | Masyarakat Pace 12 Dokumen 510000000 | KECAMATAN PACE
Pameliharaan Prasarany dan treformasi | enggaraan
Lirrurr Sarana Palpyanan LUmum pantik. pemenntah
hukum dan | an yang
birokrasi, Barsih,
serta memp | Efekti! dan
erkuat pene | Anti
sgahan dan | Korupsi
pemberant | P6 Kab
asan Tatakelola
Korups:, Pemerintah
raroba. Yang
judi. dan pe | Bersih Dan

nyeludupan | Inovasi
Serta
Digralisasi
Pelayanan
Publik
Koordinasi/Sineng dengan Perangkat Daerah danvatay Instans Vertikal yang Terkat dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2 Dokumen 800,00 | Kab Nganjuk, DANA Memperkua | P8 - Penyel 'y at Pace 12 510000000 | KECAMATAN PACE
KoordinasiSinergl dengan Pace. Semus’ TRANSFER trefofmas | enggaraan
Paranglat Dasrah danvetay KalDesa UMUM-DANA politik. pemerintah
Instans/ Vertikal yang Terkait ALOKAST UM hukum dan | an yang
dalam Femeliharaan Sarana Drokras:, Bersih,
dan Prasarana Pelayanan serta memp | Efektif dan
erkuat penc | Anti
agahan dan | Korupsi
pemberant | P8 Kab
asan Tatakelota
KOTUDSI, Pemerintah
natkoba, Yang
Judi, dan pe | Bersih Dan
mysludupan | Inovas
Serta




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN | BIDANG i TARGET REALISAS! PRAKIRAAN GAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TA 2026

INDIKATOR PROGRAM AKHIR CAPAIAN
KODE URUSAN! PROGRAM KEGIATAN / SU PERIODE CAPAIAN | o) oo T BENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | Topr b N TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KESUTAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS| SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF {Rp)
NASIONAL | DAERAH
5 T: 8 13
ToLE204 Pelaksaraan Uusan Jumigh PefdksanaanUnusan | 12 Laporan 12 Laporan 13474 800 00 Memperkua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 12 Laporan T.700.000,00 | KECAMATAN PACE
Pemedriahan ang Pamerintahan yang terkait treformasi | enggaraan
Ditmpatian keada Camnal | dengan Kewanangan Lain poitic pemerintah
yong Difimaafiksn hukum dan | an yang
birokrasi Bargih,
sarta memp | Efeldl dan
efkual penc | Anbi
egahan dan | Korupsi
pemberant | P6 Kab
wsan Tatakelola
korupss Pemerintah
rarioba, | Yang
Judi, dan pe | Bersih Dan
nysludupan | inovasi
Sena
Digitaimas)
Petayanan
Publik
701022040003 Pelaksanaan Ursan Pemenntahan yang Terkaft dengan K gan Lain yang Di
Jurndah Laporan 2 Lapotan Laporan 47480000 | Kab Nganjuk, DANA Mempariua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 12 Laporan 7 700.000,00 | KECAMATAN PACE
Paiaksanasn Kewenangan Pace, Semua TRANSFER refoimast | enggataan
Lain yang Dulimpahiaan HeVDasa UMUM-DAMA poiitik, pemenritzh
ALOKAS) UMUM | hukum dan | an yang
brokras:, Besih,
serta memp | Efektf gan
ekuat penc | Anti
egahan dan | Korupsi
pemberant | P6Kab
asan Tatakeiola
korupsd, Pemerntah
narkobe, Yang
judl, gan pe | Bersih Dan
nyeludupan | novast
Serta
Dighalisasi
Petayanan
Putiik
3 |rouos PROGRAN Persentase Lembaga 92 Persen 92 Parsen §7.087.000,00 92 Persen 161,000.000,00
PEMBERDAYAAN f‘-ﬁ!!s%
MASYARAKAT [ESA DAN | dalam i
KELURAHAN Kecamatan
70108201 Kocrdirasi Kegatn Jumiah Hagiatan 12 Dokumen 12 Laporan 97 087 000.00 Memperkua | PH - Penyel | Masyarakat Pace 12 Dokumen 161.000.000,00 | KECAMATAN PACE
Desa o s treformasi | enggarsan
Masyarakat dalam Forum politik. pemarintiah
Musyawarah Perencanaan hukism dan | an yang
Pembangunan o Desa brokrasi, Bersih,
sarta memp | Efektif dan
erhuat penc | Anti
egahan dan | Korupsi
pemberant | PS Kab
asan Tatakeloia
korimpsi, Pamenntan
narkobs, Yang
judi, dan pe | Besih Dan
Serta
Drgtaisas:
Pelayanan
Pubiic
7.01.03.201.0001 Peningkatan Parisiasi Masyaracat datam Forum g di Dess




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026

KAT
PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)

JIRKLL

(AL

LOKAS!
43240 800,00 | Kab Nganjuk, DANA Memperiua | F8 - Penyel | Masyarakat Pace & Lembaga K 50.000.000,00 | KECAMATAN PACE
KelDesa

PB-Penyel | Misyarakal Pace | 3 Dokutnen 75/000 000,00 | KECAMATAN PACE

g
:

judh, dan pe | Bersih Dan

6.062 400,00 Panyel | Masyarakal Pace 2 Laporan 36.000 000,00 | KECAMATAN PACE

i
% £
i
K

Judh, dan pe | Bersih Dan




égg

URUSAM | BIDANG ARGET REALISAS! PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGHA PENDANAAN 2008
INDIKATOR PROGRAM AKHIR CAPAIAN
URUSAN | FROGRAM CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KODE KEGIATAN | SUB PERIODE TARGET RENJA 3
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJAOPD | " on by TARGET . PRIORITAS SASARAN PENANGGLUNG JAWAB
HEGIATAN oPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAST SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF [Rp)
3 4 L] 7 8 12 1
04 Hoardinasi Lipaya Jumiah Kegiatan Upaya Laporan 4 Laporan 32324 800,00 Memperkua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 4 Laporan £1.000000,00 | KECAMATAN PACE
Penysianggaran Penyelenggarsan treformasi | enggarsan
K e an dan poiiti, pamerintah
Urmum Umum o wiayah kscamatan hukum dan | an yang
birakrasi, Barsih,
setta memp | Efeidif dan
efkuat penc | Antl
egahan dan | Korups
pemberant | P6 Kab
asan Tatakeiola
karupsi, Pamerintah
narkota, Yang
juhi, dan pe | Barsih Dan
nysludupan | Inovasi
Serta
Cagaimas:
Pelayaran
Publik
7.01.04 2 01 001 Sinergitas denga Kepolisan Negara Republi Indenesis, Teritara Nasional Indonesta aan Instansi Vertikal o Wilayah Kecamatan
Jurniah Laporan Hasil 4 Laporan ﬂa_..-uc.! 32324 800,00 | Kab Nganjuk DANA Maemperkya | PB - Penyel | Masyatakat Pace 4 Laporan 61000.000,00 | KECAMATAN PACE
Sinergitas dengan Kepolsian Pace, Samua ANSFER treformasi | enggaraan
Negara Repubiik indonesia, FelDesa UMUNM-DANA, politiic, pemerintah
Tantera Nasional Indonesia ALOKAST UMUM | hukum dan | an yang
dan Instansi Vertikal o Earokrasi, Bersih,
Wiiayah Kecamatan serta memp | Efektif dan
erioat penz | Anti
egahan dan | Korups
pemberard | P8 Kab
asan Tatakeiola
OrupsI, Pemenntah
narkaba, Yang
i, dan pe | Bersih Dan
nyehxdupan | Inovasi
Serts
Digitatisasi
Pelayanan
Publik
5 | 7005 PROGRAM Parsentase 92 Persen 92 Persen 85.149.800,00 92 Persen 85,000.000,00
URUSAN PEMERNTAHAN = masyarakaf yang aksif
umum datam penyelenggaraan
pemeritahan di Kecamatan
7010520 Penyslenggaraan Jrusan Jumiah Fenyelenggaraan 54 Orang 94 Orang 85 148 800,00 Memperua | PA - Penyel | Masyarakat Pace 84 Orang 6500000000 | KECAMATAM PACE
Pemerintatian Limum Sesuai | Unssan Pemenniahan Umum treformasi | enggaraan
Penugasan KepalaDaerah | sesua Penugasan Kepala poiitik, pemenriah
Dodenhi hukum dan | an yang
birokrast, Bersih,
serta memp | Efeit dan
erkuat penc | Anti
egahan dan | Konupsi




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026
. KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAS
PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF {Rp}
NASIONAL | DAERAH
12
Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun
149 800 00 | Kab Nganjuk DANA Memperkua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 84 Orang 65 000 000,00 | KECAMATAN PACE
Pace. Semua TRANSFER treformas: | enggaraan
HevDesa UMUM-DANA | politik, pemarintah
ALOKAS| UMUM | hulasm dan | an yang
birokrasi, | Bersih,
sarta memp | Efeldif dan
eriual penc | Anti
agahan dan | Korupsi
pemberant | P8 Kab
asan Tatakalola
korupsi, Pemerintah
narkoba, | Yang
judi, dan pe | Bersih Dan
nyeludupan | Inovasi
Serta
Dwgtalisasi
Peiayanan
Publik
80.256.600, 92 Persen 36.035,000,00
359 600,00 Mamperkua | P8 - Penyel | Masyaraiat Pace Dolumen 36 036 000 KECAMATAN PACE
treformasi | enggaraan
poltik, pemarimah
hukum dan | an yang
birokrasl, Barsin,
serta mamp | Efeitil dan
efiuat panc | At
egahan dan | Korups:
pemberant | PS Kab
asan Tatakelola
orupsi, Pamerintah
narkoba, Yang
judk, gan pe | Bersih Dan
nyefudupan | Inovast
Serta
Digtalsasi
Pelayanan
Pubiik
55764 800,00 | Kab. Mganjuk, DANA Memparkua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 3 Dokumen 36.000.000,00 | KECAMATAN PACE
Pace, Samua TRANSFER tieformasi | enpgaraan
VDesa UMUM-DANA politik. pemenrah
ALOKAST UMUM | hakum gan | an yang
birokrasi, Bersih,
serta memp | Efektif dan
erkuat panc | Anti
egahan dan | Korupsi
pemberant | PS Kab
asan Talakelos
worupsi, Pemenintah
narkota, Yang
judi, dan pe | Bersih Dan
myeludupan | inovasi
Serta
Dightaiisasi
Peiayanan
Pubiik




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
ARGET REALISAS! PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2028
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAI
. CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB PERIODE RENJA OPD TARGET RENJA PRIORITAS SASARAN GUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN ARGET
oPD TAHUN 2023 2024 2025 AGU INDIKATIF (Rp) LOKAS] SUMBER DANA TARGET PAGL INDIKATIF (Rp)
NASIONAL = DAERAH
3 4 B 1 12 17
Jurniah Dorimen Fasiitas: Daokimen Dokumen 800,00 | Kab Nganjuk. DANA Mamperkua | P8 - Penyel | Masyarakat Pace 2 Dokumen 36.000,00 \{
dalam rangka Perencanaan Pace Semua TRANSFE treformas | enggaraan
Pambangunan Parfisipati’ KelDesa UMUM-DANA politi pemarintah
ALOKASI UMUM | hukum dan | an yang
birokrasi, | Bersih,
serta memp | Efeldi dan
etkuat penc | Anti
‘egahan dan | Korupsi
pemberant | PS Kab
asan Tatakeiola
konupsi Pemerintah
natkoba, | Yang
Judi, dan pe | Bersih Dan
nyeludupan | Incvasi
Serta
Digitalsasi
Pelayanan
Pubiik
LLLLLL 530427 850,00 3,605.478,500,00
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif Kecamatan Pace sebagaimana tercantum dalam RKPD
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025
apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum
dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan
penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja
Kecamatan Pace dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025,
merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan
mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Kecamatan Pace dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)
daerah dan Renstra Kecamatan Pace yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan
dan sasaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-
kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk secara
bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. Melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Pace Tahun 2024 dengan
sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya,

b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pace, untuk memastikan
bahwa program dan Kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator
kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja

Kecamatan Kertosono; dan




c. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Kecamatan Pace
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan
dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana
Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan
dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus
dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan
efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

Kabupaten Nganjuk.

Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Pace Kabupaten

Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI







